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Menimbang : a.  bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas 

berlakunya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor Nomor 22 Tahun 2018  tentang Tata Cara 

Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di 

Mahkamah Konstitusi, perlu melakukan pencabutan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan 

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah 

Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

mengatur materi muatan yang sama namun belum 

secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
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  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencabutan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan 

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah 

Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

www.peraturan.go.id


